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This research reveals the goals to be
achieved in the research to understand the scope
of the research, what will be answered in the
research. This study aims to find out the forms of
legal protection for online loan debtors, to find out
the implementation, constraints and solutions in
solving online loan service problems.

This research is a type of empirical research
that uses primary and secondary data sources and
analyzes data with qualitative analysis to then
form sentence descriptions that can be easily
understood by readers.

Based on this research, the legal rules
regarding the protection of online loan debtors are
based on Law Number 21 of 2011 concerning
Financial Services Autonomy, Law Number 01 of
2024 concerning Information and Electronic
Transactions, and Financial Services Authority
Regulation Number77/POJK.1/2016 concerning
Information Technology-Based Money Lending
Services.

The results of this study reveal that many
debtors are victims of illegal or unlicensed online
loan services, in this protection effort the Riau
Islands Police and OJK are trying to provide
understanding to debtors who do not understand
the impact of using online loans and open
consumer information and complaint services.
Keywords: Legal Protection, Debtors, Online

Loans.
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ABSTRAK

Financial Technology Peer To Peer Lending atau lebih dikenal oleh masyarakat
dengan istilah Pinjaman Online. Pinjaman Online merupakan inovasi di bidang
keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga
jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yang kemudian bisa
diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun
smartphone. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empirisyang menggunakan
sumber data primer dan sekunder serta menganalisis data dengan analisis kualitatif
untuk kemudian membentuk deskripsi kalimat yang dapat dengan mudah dipahami
oleh pembaca. Berdasarkan penelitian ini, aturan hukum mengenai perlindungan
debitur pinjaman online berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang
Otorotas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak debitur menjadi
korban dari pelayanan pinjaman online ilegal atau tidak berizin, dalam upaya
perlindungan ini Polda Kepri dan OJK berupaya untuk memberikan pemahaman
terhadap debitur yang kurang paham mengenai dampak dari penggunaan pinjaman
online serta membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjaman Online

PENDAHULUAN bahwa pihak yangbelakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama
dari macam dan keadaan yang sama

pula.

Financial Technology Peer To Peer
Lending atau lebih dikenal oleh
masyarakat dengan istilah Pinjaman

Online. Pinjaman Online merupakan Pinjaman  online  dikategorikan

inovasi di bidang keuangan yang
memberikan layanan bantuan
finansial yang diberikan oleh lembaga
jasa keuangan dan dilakukan secara
daring atau dalam jaringan, yang
kemudian  bisa  diakses oleh
masyarakat ~ melalui perangkat
elektronik seperti komputer maupun
smartphone.

Pinjaman online pada dasarnya
merupakan  perjanjian  pinjam-
meminjam uang. Perjanjian pinjam-
meminjam adalah perjanjian dengan
mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang habis
karena pemakaian, dengan syarat
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sebagai hukum kontrak khususnya
hukum kontrak elektronik, salah satu
ruang lingkup dari pada hukum
kontrak berbasis elektronik yaitu
pemberian pinjaman secara
elektronik. Pasal 1 Ayat 17 Undang-
Undangl9 Tahun 2016 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, menjelaskan
bahwa Kontrak Elektronik
merupakan perjanjian para pihak
yang dibuat  melalui  sistem
elektronik.

Di Indonesia saat ini banyak
masyarakat ~ memilih  alternatif
peminjaman dana yang cepat melalui
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perusahaan Financial Technology
Peer To Peer Lending atau Pinjaman
Online (Pinjol), berdasarkan data
laporan Otoritas Jasa Keuangan,
jumlah penyaluran pinjaman online
mencapai Rp22,07 triliun pada
Januari  2024. Dengan jumlah
penerima pinjaman online sebanyak
178 juta entitas pada tahun 2024.
Alasan  banyaknya  masyarakat
menggunakan  pinjaman  online
karena faktor kemudahan dalam
mengakses layanan pinjaman yang
hanya memerlukan perangkat
smartphone untuk memasang aplikasi
pinjaman online, yang tersedia baik di
Play Store maupun App Store, dan
dengan  persyaratan  pengajuan
pinjaman yang mudah seperti
memasukkan dokumen pribadi, Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), Slip Gaji, dan foto
diri sambil memegang KTP. Dan
apabila dibandingkan dengan bank
yang memerlukan waktu 7 hingga 14
hari kerja dalam mencairkan dana,
layanan pinjaman online hanya
memerlukan 4 jam hingga 24 jam
dalam mencairkan dana pinjaman.
Dengan alasan kemudahan ini
pinjaman online menjadi pilihan
masyarakat dari segi akses kecepatan
dan kemudahan dalam memperoleh
pinjaman uang.

Di  Indonesia lembaga yang
berwenang mengatur serta
mengawasi pinjaman online adalah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
sebagai  pelaksanaan  wewenang
tersebut OJK telah membuat regulasi
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untuk mengatur pinjaman online di
Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi  Informasi  (LPBBTI).
Akan tetapi segala upaya yang
dilakukan oleh OJK baik dengan
mengeluarkan regulasi yang
mengatur pinjaman online maupun
melakukan pengawasan terhadap
perusahaan Fintech Lending, tetap
saja  pinjaman  online  masih
menimbulkan ~ permasalahan  di
kalangan ~ masyarakat, terbukti
berdasarkan data OJK per 30
September 2022 terdapat 2.019
pengaduan terkait pinjaman online,
pengaduan tersebut berupa perilaku
petugas  penagihan  atau  debt
collector, pencairan pinjaman tanpa
persetujuan  pemohon, ancaman
penyebaran data pribadi, penipuan,
permasalahan bunga, denda serta
pinalti, hingga kegagalan atau
keterlambatan transaksi.

Namun seiring munculnya penyedia
jasa keuangan berbasis online yang
semakin menjamur dari tahun 2018
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
mengyimpulkan  bahwa  mereka
menemukan setidaknya ada 227
perusahaan star up to peer to peer
lending yang tidak terdaftar di OJK,
dan pada tahun 2019 ada 133 tahun
2020 ada 161 dan tahun 2021 ada 151
flatform tersebar yang berstatus
illegal di temuikan dan tidak terdaftar
di OJK, dengan mencatat jumlah
nasabah pinjaman online bertambah
131,59 persen di desember 2020.
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Saat ini banyak kasus pelanggaran
yang dilakukan pihak penyelenggara
pinjaman online illegal yang terus
bermunculan di media massa, bentuk
pelanggaran tersebut berupa
penyebaran data pribadi debitur
(Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang
ITE dan Pasal 65 ayat 2 jo Pasal 67
ayat 2 Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi), penagihan yang
intimidatif dari debt collector (Pasal
368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45
Undang-Undang ITE), penipuan
(Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1
jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE), hingga
pelecehan seksual melalui media
elektronik (Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45
Ayat 1 Undang-Undang ITE) yang
diduga terjadi dalam praktik pinjaman
online.

Berbagai  pelanggaran  tersebut
diperoleh melalui laporan masyarakat
yang diterima oleh berbagai Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) beberapa
tahun belakangan ini. Pada tahun
2021 Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta telah menerima 7.200 laporan
masyarakat terkait masalah pinjaman
online illegal tersebut dalam kurun
waktu 3 tahun sejak 2019 hingga
2021, baik pengaduan melalui email
maupun melalui pengaduan
konsultasi.

Dari sini terlihat banyak sekali
pelanggaran yang sering terjadi di
dalam penyelenggaraan pinjaman
online sehingga berdasarkan uraian-
uraian yang telah disampaikan diatas,
maka penulis akhirnya tertarik untuk
melakukan penlitian untukmengkaji
perlindungan hukum bagi debitur
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didalam pinjaman online yang
bersangkutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum
perlindungan  hukum terhadap
debitur pinjaman online di kota
batam (Studi Penelitian Polda
Kepri) ?

2. Bagaimana Implementasi, Faktor
Kendala dan Solusi Dalam
Penyelesaian  Analisis  Yuridis
Perlindungan Hukum Terhadap
Debitur Pinjaman Online di Kota
Batam (Studi Penelitian Polda
Kepri) ?

METODOLOGI
Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan  metode penelitian
hukum empiris yang mana peneliti
lakukan di Ditreskrimsus Polda Kepri
Batam serta didukung dengan metode
penelitian hukum normatif yang
peneliti  lakukan  dengan  studi
dokumen/kepustakaan  dan  juga
wawancara. Analisis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang
bersifat  deskriptif karena akan
menggambarkan  keadaan  subjek
dan/atau  objek penelitian yang
meliputi instansi pemerintah dan/atau
instansi swasta lembaga, organisasi
dan masyaraka.

Sumber Data Dan Alat
Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder.
Data primer yang bersumber dari
hasil wawancara di Ditreskrimsus
Polda Kepri Batam, Pengumpulan
data sekunder dilakukan melalui
penelitian kepustakaan dengan cara
mengkaji buku-buku, jurnal, hasil
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penelitian, konvensi dan peraturan
perundang-undangan serta melalui
media internet berkenaan dengan hal
yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan
melakukan  Penelitian  lapangan
dengan cara mewawancarai pihak
informan dan responden yang
berkaitan dengan objek penelitian ini.
Adapun yang menjadi informan dan
responden seperti anggota
Ditreskrimsus Polda Kepri.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut,
baik data primer dari penelitian
lapangan, maupun data sekunder
yang diperolen dari penelitian
kepustakaan digeneralisikan yang
selanjutnya dianalisis secara
kualitatif. Analisis data ini sebagai
upaya mencari dan menata data
secara sistematis untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang masalah
yang diteliti dan menyajikannya
sebagai suatu temuan penelitian.
(Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk
mencari solusi atau jalan keluar
terhadap suatu permasalahan yang
diteliti dan menjelaskan kaidah-
kaidah terhadap suatu masalah
tersebut.  Analisis  permasalahan
digunakan untuk melatih seseorang
dalam memecahkan sebuah kasus
sehingga didapat solusi dan jalan
keluar terkait permasalahan yang
akan di bahas. Didalam analisis
penulis dapat memaparkan pendapat
serta solusi atas permasalahan yang
akan dibahas. Terhadap analisis
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tersebut maka akan timbul sebuah
kesimpulan yang mana  dari
kesimpulan tersebut akan didapat
saran yang nantinya berguna agar
permasalahan yang ada tidak terjadi
lagi.

Pada grand theory  penulis
menggunakan teori  menurut Van
Apeldoorn, kepastian hukum
mempunyai dua segi. Pertama,
mengenai soal dapat ditemukannya
(bepaalbaarhied) hukum dalam hal-
hal yang konkret. Artinya pihak-
pihak yang mencari keadilan ingin
mengetahui apakah yang menjadi
hukumannya dalam hal yang khusus,
sebelum ia memulai perkara.

Teori kausalitas menurut plato,
“everything that becomes or changes
must do so owing to sonmecause; for
nothing can come to be without a
cause”. Dari sini, plato menganggap
bahwa apapun yang berubah atau
terjadi pasti terjadi karena suatu
penyebab, karena tidak ada yang bisa
terjadi tanpa penyebab. Teori hukum
positif John Austin terletak pada
unsur “perintah” (command) yang
dibuat oleh penguasa yang berdaulat
yang ditujukan  kepada yang
diperintah dengan disertai sanksi
apabila perintah itu dilanggar. Pada
middle theory penulis menggunakan
teori  Utrecht.  Teori  Utrecht
menjelaskan mengenai teori
kepastian hukum yang mengandung
tentang aturan yang bersifat umum
tentang individu untuk mengetahui
perbuatan apa yang boleh dan apa
yang tidak  boleh  dilakukan.
Selanjutnya, applied theory penulis
menggunakan Teori mengenai sifat
manusia, yakni bahwa manusia pada
Oleh karena itu kali ini penulis akan
menjelaskan lebih detail tentang Hak
Tanggungan dan menjelaskan resiko
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hukum yang akan didapat oleh
Debitur  selaku  pemberi  Hak
Tanggungan,  keuntungan  serta
kerugian terhadap Kreditur selaku
Penerima Hak Tanggungan. Adapun
yang akan dibahas adalah sebagai
berikut (Dominikus Rato, 2010).

Pengaturan  Hukum  Tentang
Perlindungan Hukum Terhadap
Debitur Pinjaman Online Di Kota
Batam (Studi Penelitian di Polda
Kepri).

Pengaturan hukum penegakan hukum
terhadap debitur pinjaman online di
Indonesia didasarkan pada beberapa
peraturan  dan  regulasi  yang
dikeluarkan oleh  Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Berikut adalah
beberapa poin penting:

1. a. Peraturan OJK: Peraturan OJK
No. 10/POJK.05/2022 tentang
Layanan  Pinjaman  Online
mengatur  dasar  pengaturan
pinjaman online, tetapi masih
terdapat  kelemahan  dalam
pengawasan dan penindakan
terhadap pinjaman online ilegal
karena ketentuan dan sanksi
hanya berlaku bagi
penyelenggara yang terdaftar dan
memiliki izin usaha dari OJK.

2. b. Perlindungan Hukum
Preventif: Perlindungan hukum
preventif bertujuan mencegah
terjadinya sengketa dengan cara
menerapkan prinsip transparansi,
perlakuan yang adil, keandalan,
kerahasiaan, dan keamanan data.
Ini bertujuan untuk melindungi
debitur dari permasalahanyang
mungkin timbul dalam pinjaman
online.

3. C. Perlindungan Hukum
Represif:  Perlindunganhukum
represif bertujuan menyelesaikan

sengketa yang telah terjadi. Ini
dilakukan  dengan  bantuan
melalui instrumen penyelesaian
sengketa  diluar  pengadilan
seperti  Lembaga  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan
pembelaan  hukum terhadap
kepentingan  debitur  melalui
pendampingan pengajuan
gugatan di pengadilan.

. d. Pengawasan dan Penegakan

Hukum: OJK berusaha
meningkatkan pengawasan
terhadap penyelenggara fintech
lending, termasuk dalamhal
penagihan.  Namun,  masih
terdapat  kelemahan  dalam
penegakan ~ hukum  pidana
terhadap penyedia jasa pinjaman
online tidak terdaftar, sehingga
masih  banyak  pelanggaran
terhadap penggunaan pinjaman
online.

Dengan demikian, pengaturan
hukum  penegakan  hukum
terhadap debitur pinjaman online
di Indonesia masih memerlukan
peningkatan dalam pengawasan
dan perlindungan hukum
preventif serta represif untuk
melindungi hak-hak konsumen.

. Terkait perlindungan hukum

terhadap pengguna pinjaman
online, POJK
No0.77/POJK.01/2016 mengatur
mengenai hak-hak yang dimiliki
oleh pengguna jasa pinjaman
online, sebagaimana diuraikan
pada kewajiban dan larangan
penyelenggara pinjaman online,
yaitu terdapat pada beberapa
pasal, antara lain:

Pasal 30 Ayat (2):
“Penyelenggara wajib
menyediakan dan/atau
menyampaikan informasi terkini
mengenai  Layanan  Pinjam
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Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi Informasi yang akurat,
jujur, jelas, dan tidak

menyesatkan.”
8. Pasal 31 Ayat (1):
“Penyelenggara wajib

menyampaikan informasi kepada
Pengguna tentang penerimaan,
penundaan, atau penolakan
permohonan Layanan Pinjam
Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi Informasi.”

9. Pasal 32 Ayat (1):
“Penyelenggara wajib
menggunakan istilah, frasa,
dan/atau kalimat yang sederhana
dalam bahasa Indonesia yang
mudah dibaca dan dimengerti
oleh Pengguna dalam setiap
Dokumen Elektronik.”

10. Pasal 36 Ayat (1): ”Dalam hal
Penyelenggara  menggunakan
perjanjian baku, perjanjian baku
tersebut wajib disusun sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.”

11. Pasal 36 Ayat (2): “Perjanjian
baku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang digunakan
oleh Penyelenggara dilarang: a.

menyatakan pengalihan
tanggung jawab atau kewajiban
Penyelenggara kepada

Pengguna; dan b. menyatakan
bahwa Pengguna tunduk pada
peraturan  baru,  tambahan,
lanjutan dan/atau  perubahan
yang dibuat secara sepihak oleh
Penyelenggara dalam periode
Pengguna memanfaatkan
layanan.”

12. Pasal 37 “Penyelenggara wajib
bertanggung jawab atas kerugian
Pengguna yang timbul akibat
kesalahan dan/atau kelalaian,
Direksi,  dan/atau  pegawai
Penyelenggara.” Pasal 39 ayat
(1) dan (2): ‘“Penyelenggara
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dilarang dengan cara apapun,
memberikan  data  dan/atau
informasi mengenai Pengguna
kepada pihak ketiga, kecuali
Pengguna memberikan
persetujuan secara elektronik;
dan/atau diwajibkan oleh
ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Implementasi, kendala dan solusi
Perlindungan Hukum Terhadap
Debitur Pinjaman Online Di Kota
Batam (Studi Penelitian di Polda
Kepri)

Secara umum istilah Implementasi
dalam  Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti pelaksanaan atau
penerapan. Istilah  Implementasi
biasanya dikaitkan dengan suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Salah satu
upaya mewujudkan dalam suatu
sistem adalah Implementasi.

Kurangnya Pengawasan OJK yang
Tidak Efektif dalam menghadapi
masyarakat dikarenakan OJK masih
menghadapi tantangan dalam
mengawasi dan menegakkan hukum
terhadap penyedia jasa pinjaman
online yang tidak terdaftar, Serta
Teknologi yang Dinamis dimana
Kemajuan teknologi yang cepat
membuat peraturan hukum yang ada
tidak selalu dapat menangkap semua
bentuk pelanggaran. Keterbatasan
Sanksi yakni Sanksi yang Terbatas,
kemudian dikarenakan Sanksi yang
diberikan  terhadap  pelanggaran
hukum data pribadi masih terbatas
dan tidak efektif dalam mencegah
ulang pelanggaran.

Kurangnya Edukasi, Masyarakat
Kurang Sadar Masyarakat kurang
memiliki kesadaran tentang hak-hak
konsumen dan resiko yang terkait
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dengan pinjaman online, Pelanggaran
yang Terus Menerus,
Penyalahgunaan ~ Data  Pribadi.
Meskipun telah dibentuk pengaturan
mengenai perlindungan data pribadi,
masih terdapat pelanggaran yang
merugikan debitur/peminjam karena
adanya penyalahgunaan dan
penyebarluasan data pribadi debitur
yang dilakukan oleh kreditur layanan
pinjaman online ilegal.

Setiap tahun terjadi perubahan yang
signifikan  dalam  pola  hidup
masyarakat, terutama dalam aspek
sosial dan ekonomi. Perkembangan
ini juga terdampak oleh kemajuan
teknologi yang signifikan di era
digital masa kini. Bagi generasi
milenial, perkembangan teknologi
dianggap sebagai suatu kebutuhan
yang perlu disatukan  dalam
kehidupan sehari-hari. Dampak dari
kemajuan teknologi ini mencakup
timbulnya berbagai ovolusi terbaru
didalam melakukan  transaksi.
Penerapan ovolusi ini  semakin
meluas, yang tercermin. dari
peningkatan jumlah lembaga
keuangan yang fokus pada teknologi,
yang sering disebut sebagai financial
technology (fintech).

Bentuk Kontrak Perjanjian Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam
mengajukan pinjaman, antara lain
sebagai berikut:

a. Layanan  Pinjam  Meminjam
Berbasis Teknologi  Informasi
merupakan kesepakatan perdata
antara pemberi pinjaman dengan
penerima  pinjaman, sehingga
segala risiko yang timbul dari
kesepakatan tersebut ditanggung
sepenuhnya oleh masing-masing
pihak.

b. Risiko kredit atau gagal bayar
ditanggung  sepenuhya  oleh

pemberi pinjaman. Tidak ada
lembaga atau otoritas negara yang
bertanggungjawab atas  risiko
gagal bayar ini.

Penyelenggara dengan persetujuan
dari masing-masing pengguna
(pemberi  pinjaman  dan/atau
penerima pinjaman) mengakses,

memperoleh, menyimpan,
mengelola dan/atau menggunakan
data pribadi pengguna
(pemanfaatan data) pada atau di
dalam benda, perangkat
elektronik, perangkat  keras
maupun lunak, dokumen

elektronik, aplikasi atau sistem
elektronik milik pengguna atau
yang dikuasai pengguna, dengan
memberitahukan tujuan, batasan
dan mekanisme pemanfaatan data
tersebut kepada pengguna yang
bersangkutan sebelum
memperoleh  persetujuan yang
dimaksud.

Pemberi pinjaman yang belum
memiliki pengetahuan dan
pengalaman pinjam meminjam,
disarankan untuk tidak
menggunakan layanan ini.
Penerima pinjaman harus
mempertimbangkan tingkat bunga
pinjaman dan biaya lainnya sesuai
dengan kemampuan dalam
melunasi pinjaman.

Setiap kecurangan tercatat secara
digital di dunia maya dan dapat
diketahui masyarakat luas di
media sosial.

Pengguna harus membaca dan
memahami informasi ini sebelum
membuat  keputusan  menjadi
pemberi pinjaman atau penerima
pinjaman.

Pemerintah yaitu dalam hal ini
Otoritas Jasa Keuangan, tidak
bertanggungjawab atas  setiap
pelanggaran atau ketidakpatuhan
olen pengguna, baik pemberi
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pinjaman  maupun  penerima
pinjaman (baik karena
kesengajaan atau kelalaian

pengguna) terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan
maupun kesepakatan atau
perikatan antara penyelenggara
dengan pemberi pinjaman dan/atau
penerima pinjaman.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam
meminjam atau pelaksanaan
kesepakatan ~ mengenai  pinjam
meminjam  antara atau  yang
melibatkan penyelenggara, pemberi
pinjaman dan/atau penerima
pinjaman wajib dilakukan
escrowaccount dan virtual account
sebagaimana  yang  diwajibkan
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi
dan pelanggaran atau ketidakpatuhan

terhadap ketentuan tersebut
merupakan bukti telah terjadinya
pelanggaran hukum oleh
penyelenggara sehingga

penyelenggara wajib menanggung
ganti rugi yang diderita oleh
masingmasing pengguna sebagai
akibat langsung dari pelanggaran
hukum tersebut di atas tanpa
mengurangi hak pengguna yang
menderita kerugian menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Prosedur Penagihan Jika Terjadi
Keterlambatan Pembayaran Petugas

collector bertugas dan
bertanggungjawab untuk:
a. Sehari sebelum pelunasan,

collector akan mengingatkan
melalui telepon atau WhatsApp.

b. Jatuh tempo hari pertama,
collector akan mulai melakukan
penagihan.
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c. Setiap hari membuat laporan
update hasil penagihan.

d. Melakukan pengawasan terhadap
customer yang telah berjanji
membayar utang.

e. Mengawasi pencapaian harian
melalui sistem.

Field Collector dalam melakukan
pekerjaan harus mematuhi kode etik
sebagai berikut:

a. Dilarang mengancam,
mengintimidasi, menghina atau
pun merusak reputasi Penerima
Pinjaman.

b. Dilarang memberikan janji yang di
luar otoritas sendiri, seperti
menyuruh melakukan pelunasan
saat kasusnya telah diserahkan ke
tim collectorberikutnya.

c. Dilarang mengatasnamakan pihak
kepolisian ataupun pengadilan
(badan hukum negara) dalam
melakukan penagihan.

d. Dalam melakukan penagihan
dilarang mengganggu,
melecehkan, melakukan
kekerasan, mengancam,

mengintimidasi, menghina, atau
tindakan kriminal lainnya terhadap
pihak ketiga.

e. Dilarang menggunakan SMS,
Whatsapp, dan lain-lain untuk
mengirim informasi tagihan yang
tidak sesuai dengan peraturan.

f. f.Dilarang memprovokasi
pelanggan yang bisa memicu
munculnya keluhan.

g. Dilarang melakukan penagihan di
lokasi yang tidak tepat, misalnya
di tempat umum, fasilitas umum,
kecuali atas seizing customer,
pihak terkait atau pengadilan.

Perlindungan Hukum Bagi
Penyelenggara  Pinjaman  Online
Layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi dan informasi atau

D
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peer to peer lending merupakan
produk pembiayaan dan menjadi
salah satu dari berbagai produk yang
termasuk dalam fintech. Posisi peer to
peer lendingini sudah memiliki
kekuatan hukum tetap karena telah
dikeluarkan aturan mengenai peer to
peerlending yang dituangkan dalam
POJK Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi dan
Informasi pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Sudah ada tindakan
perlindungan preventif ~ dalam
pinjaman online ini, akan tetapi
semua aturan masih menitik beratkan
pada pihak penyelenggara dan
penyempurnaan teknologi informasi
saja  dan  belum  menjangkau
perlindungan  terhadap  pemberi
pinjaman jika terjadi gagal bayar
kredit dalam pinjaman online. Pada
perlindungan represif, sanksi yang
dapat ditempuh masih hanya seputar
sanksi administratif saja dan belum
ada tindakan khusus apabila terjadi
risiko gagal bayar yang merugikan
pemberi pinjaman.

Pinjaman online yang dimaksud
disini adalah pelaksanaan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi
dan informasi. Menurut POJK Nomor
77/POJK.01.2016 yang dimaksud
dengan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi adalah
penyelenggaraan layanan  jasa
keuangan untuk mempertemukan
pemberi pinjaman dengan penerima
pinjaman dalam rangka melakukan
perjanjian pinjam meminjam dalam
mata uang rupiah secara langsung
melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet.

Penanganan Kasus dan
Pengaduan di Kepolisian Daerah
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Dan Otoritas Jasa Keuangan Kota
Batam.

Tindakan penagihan
secara intimidatif yang menyebabkan
pemerasan, pencemaran nama baik
dan penyebaran data pribadi yang
dilakukan oleh
perusahaan fintech ilegal dapat
dikatakan sebagai tindak pidana
pencemaran nama baik, pemerasan
dan penyebaran data pribadi. Karena
proses penagihan pinjaman kepada
dilakukan  secara  paksa dan
mengambil data pribadi korban lalu
disebarkan ke media sosial dengan
fitnah/dan tuduhan yang mencoreng
nama baik korban.

Tagihan  yang diberikan  oleh
perusahaan fintechilegal sangat
tinggi hingga membuat para korban
masuk dalam perangkapnya.
Perusahaan fintech ilegal juga
melakukan manipulatif logo seperti
menempelkan logo OJK pada aplikasi
yang dibuat sehingga korban percaya
bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar
di OJK.

Pengetahuan masyarakat tentang
sudah sangat luas namun masyarakat
masih belum bisa
membedakan fintech ilegal dan legal
sehingga membuat mereka masuk
dalam perangkap fintechilegal, hal ini
disebabkan karena masayarakat tidak
mencari tahu mana aplikasi yang
ilegal dan legal.

Udiyanto Mengatakan bahwa
pelaku fintechilegal tersebut
diberikan Pasal 29 UU ITE ancaman
kekerasan dengan ancaman pidana 12
Tahun, Pasal 35 UU ITE manipulasi
data dengan pidana 12 Tahun, Pasal
30 ayat penyebaran data pribadi. Pada
Pasal 29 UU ITE pelaku melakukan
ancaman terhadap korban jika korban
tidak melakukan pembayaran pada
hari yang ditentukan pelaku akan
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membawa penegak hukum di rumah
korban dan akan melakukan
penangkapan

dengan dengan tuduhan penipuan.
Pada Pasal 30 UU ITE
pelaku fintech ilegal melakukan
penyebaran data korban
berupa ktp,fotofoto atau data penting
korban yang dipakai korban pada saat
pengajuan pinjaman online oleh
aplikasi tersebut. Pada pasal 35 UU
ITE pelaku memanipulasi data
korban, memalsukan surat dpo palsu
menyebarkan ke kontak-
kontak whatsapp korban mengatakan
hal-hal yang merugikan korban
seperti : pencurian uang perusahaan,
penipuan dll.

Kendala Kepolisian Dan Otoritas
Jasa Keuangan Dalam
Menanggulangi Perusahaan
Financial Technology llegal.

Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang  perusahaan  penyedia
pinjaman online.

Meski pihakPolda dan OJK sudah
sering melakukan edukasi kepada
masyarakat tentang
layanan financialtechnologi ini,
tetapi masih banyak masyarakat
yang menjadi korban para oknum
yang tidak bertanggung jawab.
Desakan ekonomi menjadi faktor
utama dalam  masalah ini.
Masyarakat yang sudah merasa
kebingungan dan tidak memiliki
jalan keluar lagi atas masalah yang
mereka alami akan gampang tergiur
untuk  melakukan  pinjaman.
Kepastian legal dalam perusahaan
juga kurang diketahui orang
masyarakat.

1. Masyarakat atau  korban dari

pinjaman onlineillegal tidak

melakukan pelaporan.

Tindak pindanapemerasan dan

pencemaran nama baik adalah delik
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aduan yang mana di perlukan
pengaduan terlebih dahulu dari

korban merasa nama baiknya
tercemar atau mendapatkan
pemerasan

dari perusahan pinjaman online illeg
al kepada penyidik atas kerugian
yang didapatkan dari pencemaran
nama baik yang  dilakukan
perusahaan fintechillegal untuk  di
proses sesuai dasar hukum yang
berlaku.

2. Proses pengajuan izin harus
melalui prosedur yang sulit dan
berlapis-lapis bahkan melibatkan
bank Indonesia yang
mengakibatkan para pelaku
usaha yang ingin mendaftarkan
diri sebagai perusahaan
pinjaman online legal memakan
waktu yang sangat lama. Hal ini
membuat para pelaku usaha yang
bersifat illegal terus meningkat.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti
menarik beberapa poin kesimpulan
yaitu:

a. Tujuan dari perlindungan
hukum ini adalah untuk
menciptakan Kketertiban dan
kedamaian sehingga semua
orang dapat  menikmati
martabat manusianya.
Terdapat juga aturan yang
sangat penting dalam industri
peminjaman uang, aturan
tersebut adalah  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan yang
terdapat pada POJK No.
01/POJK.  07/2013 vyang
mengatur tentang
perlindungan konsumen di
sektor keuangan terdapat pada
pasal Pasal 51 ayat 1 Otoritas
Jasa Keuangan melakukan
pengawasan kepatuhan
Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Q@



terhadap penerapan ketentuan
perlindungan Konsumen.
Ayat 2 Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pengawasan
secara langsung maupun tidak
langsung.. Perlindungan Data
Pribadi: Undang-

Undang No.

27 Tahun 2022 tentang Perlin
dunganData Pribadi (UU
PDP) memberikan perlindung
anterhadap data pribadi debit
ur dan mewajibkanpenyeleng
gara pinjaman online untuk m
enjagakerahasiaan dan keama
nan data tersebut.

b. implementasi factor kendala/
hambatan serta solusidalam p
enyelesaian Analisis Yuridis
PerlindunganHukum Trhadap

Debitur Pinjaman Online Di
Kota Batam
(Studi Penelitian Polda Kepri
) Kendala yang dihadapi
Polda kepri dalam
menanggulangi perusahan fin
tech illegal adalah Kurangnya
pemahaman masyarakat
tentang financialtechnology,
banyaknya korban yang tidak
melapor, aplikasi yang sudah
dibekukan dapat diakses
kembali. Kendala polisi
dalam

menyelidiki fintechillegal lok
asi perusahaan tidak jelas, alat
bukti yang kurang kuat, dan
korban  belum  melunasi
utangnya pada
pinjaman online tersebut.

SARAN

a. Masyarakat Perlu membaca dan
mencari tahu informasi terlebih
dahulu mengenai apa saja yang
akan diputuskan, termasuk dalam
penggunaan layanan keuangan
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digital yang bersangkutan dengan
data pribadi. Pentingnya
kesadaran atas keamanan data
serta  pengetahuan  mengenai
inklusi keuangan, sehingga tidak
ada lagi yang akan dirugikan dan
tidak ada lagi  pelaporan
kasus mengenaik terror yang
dilakukan  oleh perusahaan
pinjaman online illegal.

Dan Penegakan Hukum: Kepolisi

an, termasukPolda, bertanggung j
awab untuk menangani laporanda
n pengaduan terkait praktik ilegal
atau penipuandalam pinjaman onl
ine. Mereka melakukanpenyelidik
an, penindakan,

dan berkoordinasidengan OJK unt
uk menegakkan hukum dan melin
dungi debitur.
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